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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sejak tanggal 22 Juni 2009 pengguna jalan telah mempunyai peraturan induk terkait
lalu lintas dan angkutan jalan yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah melalui masa sosialisasi dengan gencar
selama 6 bulan, maka mulai tanggal 1 Januari 2010, UU Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan
efektif mulai berlaku. Ada lima pihak dan institusi yang bertanggung jawab dengan lalu
lintas dan angkutan jalan yang harus berbenah dan menatati isi peraturan ini. Lima institusi
itu terdiri dari :
1. Departemen Pekerjaan U

3. Departemen IngP Pertan Ja embangan industri lalu
lintas dan j \5

4. i di bidang p A lalu lintas dan

5.

engemudi, penegak
rta memberlkan pen

egi gas g
, mrﬁﬁ giFsurat, kemudian
pada tahun 2009 B Iah 7169 atau elanggar /4 apan surat-surat,
2010 dan 2011 ju SETCKlo .
berturut-turut masing-ma anggaran kelengkapan surat
menyurat kendaraan bermotor dan 8235 atau 66,28% pelanggaran kelengkapan surat-surat
kendaraan bermotor (Sat Lantas Polresta Pontianak Kota, 2012).

Jumlah kecelakaan yang terjadi di Kota Pontianak selama 5 (lima) tahun terakhir
masih relatif besar jumlahnya dan bervariasi. Pada tahun 2007 jumlah kecelakaan sebanyak
323 ( 85,31 % pengguna sepeda motor ) dan pada tahun 2008 menjadi 126 atau (68,60 %
pengguna sepeda motor ) . Khusus pada tahun 2009 meningkat menjadi 138 (71,61 %
pengguna sepeda motor ), dan pada tahun 2010 dan 2011 jumlah masing-masing 137 dan
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239 (67,68 % dan 71,3% pengguna sepeda motor). Demikian pula kesemerawutan lalu lintas
semakin terjadi dimana-mana dan kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab
terjadinya masalah kemacetan dan kecelakan lalu lintas.

Sejak diimplementasikan tahun 2010, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat
dikatakan belum efektif, hal ini terlihat dari pemahaman tertib berlalu lintas masyarakat,
komunikasi mengenai tertib berlalu lintas di masyarakat Kota Pontianak dapat dikatakan
belum efektif, masyarakat bleum memiliki kesadaran yang tinggi. Masyarakat akan patuh
terhadap aturan berlalu-lintas, manakala terdapat petugas yang berjaga di jalan, sementara
apabila tidak terdapat petugas masyargy Sl melanggar aturan berlalu lintas. Tidak
hanya pada aspek komunikasi, a untuk mendukung implementasi
Undang-Undang Nomor 22 ] salah satu penyebab kurang

i ij i lintas dibutuhkan sarana
pa pertumbuhan jalan

gas dalam meQ\
a aspek penegakan

, fnengidikasikan bahwa implemg
r tentang Lalu Lintas dan Ang

hilsunya JI. Ahmad Yani Pontia
adli di Kota Pontianak.

emacetan yang terjadi di Kota “
f\ngka Kecelakaan yg masih tirlg

sumber daya, &
Nomor 22 Tahu

Rumusan masala gmplementasi Undang-Undang
RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan di Kota Pontianak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan menurut pendapat Friedrich yang dikutip oleh Wahab, (2001:3) adalah
suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan
tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran
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yang diinginkan. Berdasarkan pendangan tersebut menunjukkan bahwa dikeluarkanya
kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi
masalah yang terjadi. Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Jones
(1994:3) di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan di antara unit
pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa
pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan
publik itu sendiri.

Santoso (1998:4-8) memisahkan berbagai pandangan tentang kebijakan publik ke
dalam dua kelompok. Pemikiran pertamasgié glian bahwa kebijakan publik sama dengan
tindakan yang dilakukan oleh pg "

yang dipilih oleh pemerin 1 . Di pihak lain Edward Il
(dalam Islamy, 2001: e unggal dari kebijakan

publik sebagaimang
i C A cl
jakan publik meliputi SO@atu  yang

oleh pemerintah. Di s

allocation of
seluruh angg

gf dilakukan oleh pem
pa yang pemerlntah aksud §

bidang tertentu atau §
melakukan sesuatu ata
d. Bisa bersifat positif
(langkah) pemerintah
berarti merupakan keput§sy
Kebijakan publik setida

ubI|k melihat kebijakan publil
1 tertentu, berupa serangkalan ing

berupa profge
pandangan i .
g mempunyai
sebut dengan

tertentu demi kepentinga .20 menguralkan beberapa
elemen penting dalam kebuakan publik, yaitu :
a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-
tindakan pemerintah;
b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam
bentuk yang nyata;
c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan
sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
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d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh
anggota masyarakat.

Dilihat dari segi proses, implementasi kebijaksanaan Negara merupakan salah satu
dari proses kebijaksanaan Negara, dan ini berarti bahwa implementasi kebijaksanaan Negara
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tahapan-tahapan lainya dari proses
kebijaksanaan Negara itu sendiri. Oleh karena itu dalam kontek ini keberhasilan atau
kegagalan sesuatu kebijaksanaan Negara dalam implementasinya, tidak semata-mata
dipengaruhi oleh faktor implementasi belaka, akan tetapi faktor diluar implementing (faktor
perumusan masalah kebijaksanaan, fakig n agenda faktor pengesahan dan faktor

ataupun kegagalan sesuatu
dengan hal ini, M. Derthi

: : ulnya
melakukan studi yaa#fSig & .
Amerika Serikajg#® oleh kelng
P J esar (The Great Society) ya c@ . i
i rhasil mencapai @J Q) W/ta sasaran-

t diatas diperoleh s
emermtah tidak selam

pejabat yang berwenang.
Penerapan, peraturan/kebijaka

kebi Jakan
(resources),
Pendekatan
implementasi

publik. PendekN\ini lebi
memungkinkan proges erbalkan yan
problematika berhad®@a 08 AP

Winarno, 2002:36) men aktor tersebut merupakan
inti dasar dari bekerjanya proses implementasi kebijakan publik, yang masing—masing
variabel dan faktor tersebut terdiri dari beberapa sub komponen yang sangat penting dalam
melihat proses implementasi yang terjadi. Pada kategori komunikasi misalnya dijelaskan
bahwa variabel ini terdiri dari sub komponen seperti transmisi (transmission) antara
pelaksana dan penerima program, komponen kejelasan persoalan (clarity), dan komponen
konsistensi (consistency). Sedangkan pada kategori sumber daya (resources) adalah terdiri
dari beberapa sub komponen seperti sumber daya staf, informasi yang dimiliki, otoritas dan
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fasilitas pendukung implementasi. Sedangkan kategori disposisi (dispositions) yaitu keluasan
kewenangan oleh pejabat pelaksana yang terdiri dari beberapa komponen seperti dampak
disposisi yang ada, penempatan birokrasi terkait dengan implementasi, dan faktor intensif,
dan faktor struktur birokrasi (bureaucratic structure) yaitu komponen yang terdiri dari
beberapa sub komponen, seperti standar pelaksanaan (SOP), dan mekanisme fragmentasi
yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. \

Keempat faktor tersebut dalam pandangan Edward Ill mempunyai keterkaitan antara
satu dengan yang lain. Faktor komunikasi misalnya mempengaruhi sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi pelaksananya . onteks implementasi  kebijakan publik.
Pendekatan ini memandang bahy

dan disposisi yang dapat digftale dan digunakan oleh WRIegntator untuk mempertajam

dan mencapai sasara g@kan yangesdiin Nngol ke itu sendiri. meskipun
masing-masing fa el g™ Yeraj @N ag/Maierhadap perspektif
implementasi kel |‘r‘1d uh aspek kom i jokrasi seringkali

ya dan disposisi dari pelaksa endiri. Dengan

janak, Pejabat LLAJ da
gunakan informan dari imple

alipun roda empat dan pihak peng
)fman. Tehnik yang digunakan

mengemudi di Kota Pontia
masyarakat sebagai informarge

Qapun teknik penelitian yang diguna
[§si dengan menggunakan alat beru
at perekam

yang berbeda
penelitian.

HASIL PENELITIA
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan ( Di Kota Pontianak )

1. Komunikasi

Sebagaimana dikemukakan oleh Edward Ill, terdapat 3 (tiga) aspek yang
mempengaruhi komunikasi kebijakan. Ketiga aspek tersebut antara lain adalah transmisi,
kejelasan (clearity), dan konsistensi.
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a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implememtasi
yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya
salah pengertian (mis komunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah
melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah
jalan. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 akan efektif apabila kebijakan
tersebut juga ditunjang dengan komunikasi yang baik, tidak hanya kepada implementor
kebijakan tetapi juga kepada target group kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat

or 22.tal
%@ a I
-Undang terse ﬂ
K

09 Dlnas Pe hubungan

untuk melaksanakan
dan penyediaan saran

dapat
kebi Jakan

A petugas balk di kep0I|S|an maupun

wm

lalu lintas dan ang utamrye alisasikan karena bersentuhan
langsung dengan masyarakat pengguna Jalan/pengemudl

Berkenaan dengan sosialisasi kepada masyarakat diperoleh keterangan bahwa,
sejak di terapakan pada tahun 2010, satpol lantas Polresata beserta jajarannya
bekerjasama dengan instansi terkait melakukan sosialisasi UU Nomor 22 tahun 2009
kepada masyarakat Kota Pontianak. Adapun sosialisasi tersebut lebih banyak
menekankan mengenai ketentuan tata tertib berlalu lintas kepada masyarakat, seperti
misalnya penggunaan helm standar untuk pengendara roda dua, pengunaan lajur Kiri,
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menghidupkan lampu utama pada siang hari, dan atribut lainnya. Sosialisasi mengenai
tertib berlalu lintas kepada masyarakat Kota Pontianak dilakukan baik melalui
penyuluhan maupun media massa. Penyuluhan misalnya dilakukan pada saat pembuatan
SIM yang dilakukan melalui ujian praktek maupun teori; tiap pagi aparat melakukan
pemantauan sambil memberikan penyuluhan kepada pengendara; selain itu juga
bekerjasmaa dengan club-club motor mengkampanyekan safety reading. Sementara
untuk sosialisasi melalui media massa dilakukan dengan mamasang spanduk, maupun
iklan layanan di tiap sudut jalan.
Keterangan ini menunjukk

implementor kebijakan dalam hal ini

kepolisian telah melaksanakggag#®0siglie® %f mentrasmisikan kepada petugas
pelaksana dan kepada g PORLLO prihal pertib  berlalu lintas
sebagaimana diaman . . Kegiatan sosialisasi ini

men n asih b arasyarakat yang belum
ﬁ 4 N &
: engherankan :

éai pihak baik, §
ugas di lapangan

r§udah cukup jelas
berkendara masyarakat Kota

n. Terkait dengan
eterangan bahwa,
aJu lintas, kalaupun paham ada
enyalakan lampu utama pada
Myak yang belum melaksanakan

Anti sesuka hati, sementara sudah
i atau parkir.

Untuk mengetahui efektif atau t|

masyarakat yang engge ds. Ada pula masyarakat yang
mengetahui bahwa mereka melanggar lalu lintas tetapl tetap melanggar karena terpaksa.
Hal ini memberikan gambaran bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh aparat
kepolisian terhadap tata tertib berlalu lintas sebagaimana yang diamanatkan dalam UU
Nomor 22 tahun 2009 belum berjalan efekif. Sosialisasi baru sebatas pemberian
informasi kepada masyarakat, tetapi belum mampu merubah kesadaran masyarakat atau
menanamkan ketentuan tersebut kepada masyarakat agar dapat dipatuhi dan
dilaksanakan.
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Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, bahwa pengaturan tata cara tertib berlalu lintas diantaranya meliputi
ketertiban dan keselamatan, penggunaan lampu utama, jalur atau lajur lalu lintas,
belokan atau simpangan, kecepatan, berhenti, parkir dan kendaraan tidak bermotor.
Kecelakaan lalu lintas bisa juga disebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh
pengguna jalan seperti tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak safety riding (helm
atau sabuk pengaman) ketika berlalu lintas, menggunakan kecepatan yang terlalu
berlebihan dalam berkendaraan, dan lain sebagainya. Sementara itu upaya yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang te ) rangka mewujudkan kepatuhan hukum
menunjukkan kesungguhan yang
osialisasi undang-undang lalu

an %ﬁg S ukan bahwa masing-
U Nomor " h'asil dan hanya
akan ber |kut| responsiyitas dari ma (0]r. Ny V|1
target }
. semangat. Bahwa @Rtuk mewu;udkan ka

faktor individu setia makal jalan, dlmana K

iwk
bisa dip garuhi oleh r

.....

) , toleransi antar
pengguna jala ana i el pengguna jalan

ij i i Bi situasi lalu lintas
berupa hasil yang po csclamatan dan kelancaran lalu
lintas maupun dampak negatlf yang dapat menlmbulkan kesemrawutan, kemacetan,
pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan
suatu hal yang pondamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik. Mental dan
perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalulintas, hal ini tidak
dapat dibentuk secara instant oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan
maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan
sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara
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keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas
berlalu lintas seseorang. Demikian pula dalam hal penegakan hukum oleh pihak
kepolisian. Penegakan hukum sendiri tidak mungkin terlepas dari peran serta masyarakat
sebagai pelaksana kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan. Apabila hal itu
dilaksanakan hanya oleh satu pihak saja, tujuan yang ingin dicapai oleh undang — undang
tersebut, tidak pernah akan bisa tercapai sampai kapanpun juga. Disamping kewajiban
masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, mereka pun memiliki hak untuk
mengawasi jalannya upaya — upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat
kepolisian.

Sejalan dengan hasil 4 dikatakan bahwa, sosialisasi UU
Nomor 22 tahun 2009 K8 Ooialu lintas kepada masyarakat di
Kota Pontianak belurg 3 i W, ragka menumbuhkan budaya

ar u uk dapatsQtegati berbagai ketentuan
berlalu lintas, ﬁ a etaMyONEgNg tata cata berlalu
lintas yang g g efektlfnya penyebab belum

gIc upsk
i JE %u Nomor 22 tahun 2009 te & [ SV
Jalan di 4’,
‘ i an UU Nomor 22 tahun@
i dfkan sebagsd

dak mengalami kes
hsyarakat pengguna jalan di
berapa ketentuan yang sela

elaksanakan penertiban berla
ontianak. Hanya saja dimata
Qirang konsisten dilaksanakan olg
Qur Kiri bagi pengendara sepeda
adang dilakukan penertiban deNgg
ya terkadang tidak dilaksgng

ktor Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Berkenaan  dengan  dukungan
ementa5|kan UU_Neme §

sumber  daya
) eIaIU| kegiatan rg

an di Kota
@h. Diperoleh
Bh cukup baik
um lalu lintas,

jam tertentu. Hanya <& geeITakul memang masih kurang
sebanding dengan kebutuhan polrestas masih mengalami kekurangan personil lantas
untuk melaksanakan penegakan hukum dan tertib lalu lintas. Hasil pengamatan
menunjukkan bahwa, pada saat jam-jam tertentu terkadang tidak tersedia personil lantas
yang berada di titik-titik rawan kemacetan. Hal ini menjadi indikasi bahwa petugas yang
ada masih belum mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Sementara itu dari informasi masyarakat menunjukkan bahwa kualitas sumber daya
Polantas yang belum sepenuhnya dapat memberikan keteladanan kepada pengguna jalan,
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perlakuan petugas terhadap pelanggar lalu lintas masih terkesan pilih kasih, sikap
arogansi / sok kuasa yang masih sering ditampilkan oleh petugas di lapangan, sistem
pendataan di bidang lalu lintas yang kurang baik, perolehan Surat Ijin Mengemudi (S1M)
yang diterbitkan oleh Polri belum memberi jaminan akan kualitas pemegang SIM.
Jumlah aparat DLLAJ Kota Pontianak yang ada saat ini masih kurang sebanding dengan
kebutuhan, untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
pengguna jalan. Keterangan ini menunjukkan bahwa, dari aspek sumber daya manusia,
implementasi UU Nomor 22 tahun 2009 belum didukung dengan sumber daya manusia
yang memadai terutama dari segi jugg goil. Sehingga belum semua kegiatan yang

: onltif. Semakin kompleks dan rumintya

masalah lalu lintas dan 3
aparat yang sesuai kel

: ang
n&} g e mentasi UU Nomor
22 tahun 20Q800 ukungan g ikatakan sangat

V|tas membut hkan pendana

ang memadal akan
un 2009, namun seb

pihak kep
hsih belum mencukupi.

entara bagi alat pendukung Ia
&yarakat menjadi kurang efektifs

Keterangan lainnya menjela
dalam satu hari adalah kurarie
an masih kurang maksimal. Na
anakan tugas sesuai dengan mot

biaya operasional untuk pel
u, dengan beban tugas, biayajftgls
n demikian kami tetap professioge
polisi pelindung, pengayom d

ililitas 12X ukan pendanaan
yang memadsip Ia Berk a ﬁ‘ menciptakan
kelancara lalu d| Kota Pont k rhadap berbagal

sarana dan pra e
terbentur dalam kur O atasan anggaran yang dimiliki
menyebabkan belum semua prasarana lalu lintas dan fasilitas pendukung lainnya dapat
di penuhi, seperti untuk memasang CCTV yang sangat vital dalam melaksanakan
pengawasan lalu lintas, harus membutuhkan dana yang cukup besar. Sementara anggaran
yang tersedia masih kurang belum lagi untuk operasional bagi para petugas untuk
melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum.  Berasarkan keterangan ini
menunjukkan bahwa, implementor kebijakan belum didukung dengan sumber pendanana
yang memadai, sehingga berdampak terhadap efektivitas upaya menciptakan tertib lalu
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lintas di Kota Pontianak, terutama dalam memenuhi kelengkapan prasarana dan fasilitas
lalu lintas serta biaya operasional bagi para petugas dilapanga. Penenuhan sarana dan
prasarana tersebut membutuhkan anggaran yang besar, sementara anggaran yang ada
masih dibatasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak.

Berasarka seluruh keterangan yang diperoleh tersebut dapat dikatakan bahwa,
dukungan pendanaan dalam rangka implementasi UU Nomor 22 tahun 2009 masih
belum memadai, kondisi ini berdampak terhadap kelancaran dalam upaya menciptakan
tertib berlalu lintas. Untuk menuptakan kelancaran berlalu lintas dibutuhkan anggaran
bagi operasional petugas. Demikiapgiil®™ggoadaan sarana dan prasarana lalu lintas
yang representative.

c. Sumber Daya Sa

Terkait deng Bna Ialu lintas yang ter%e ota Pontianak, dari hasil

wawacara diperolejg#¥a JU aI lintas yang telglapat di Kota Pontianak
i gert . i beberapa sudut
ial 1dak

a dan diganggu
AN Komunikasi
dan Infgima# i i i . melakukan
n menambah juml
ng dlketahm bahwa,

emadai. Kondisi yang sama j
as jalan di Kota Pontianak.

pejalan kaki. Kondisi ini td
anan dan keselamatan pengguna jal

cffflanaan yang
tas di Kota

memadai, tertib™ lal

Pontianak.

: lalu lintas yang
dilaksanakan oleh PO : Kota Pontianak antara lain
adalah dengan menerapkan system satu arah atau SSA pada ruas jalan yang sering
mengalami kemacetan seperti jalan Gajah Mada dan Tanjungpura pada malam minggu,
selain itu juga dilakukan penutupan tikungan balik arah atau larangan berputar yang
ditengarai dapat menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Hal ini memberikan
gambaran bahwa, sudah ada langkah yang dilaksanakan oleh implementor kebijakan
yang dalam hal ini pihak kepolisian terhadap masalah lalu lintas di Kota Pontianak
diantaranya melalui SSA dan larangan berputar. SSA pada umumnya akan

Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013 12



meningkatkan kapasitas pada jaringan jalan dengan mengurangi tundaan pada ruas-ruas
jalan dan juga pada persimpangan yang disebabkan berkurangnya konflik lalu lintas.
SSA akan efektif apabila dilakukan pada system jaringan jalan berbentuk grid mengingat
penerapan SSA harus terdapat pasangan jalan yang memungkinkan arus berlawanan
melalui jalan yang lain. SSA dapat dilakukan secara waktu terbatas maupun sepanjang
hari.

Berkenaan dengan efektivitas rekayasa lalu-lintas di Kota Pontianak melalui SSA
diperoleh keterangan bahwa, penerapan SSA dan larangan berputar sebagai langkah

rekayasa lalu lintas mengurai kamcg Pontianak sudah cukup mampu dalam
mengurai kemacetan pada jalga#fengpe lt. Hanya saja penerapannya masih
belum maksimal. Dari begha A ajah Mada dan Tanjungpura,

dari hasil penggtg Bk terjadi kemacetan
dan arus kengéfag Malu lintas tersebut
juga terg g berlalu lintas
A Nya dengan

I. Selain itu banya
a menyebabkan ban

a persimpangan yan
pengemud| yan

arangan untuk parkir, dan merazg
Berdasarkan keterangan if

€ngan informasi dalam melaksanakan te
a, dalam ] |

pada saat kejadian ada el informasi yang dimiliki oleh
DLLAJ Kota Pontianak dalam melakukan penegakan tertib berlalu lintas selama ini
bersumber dari aduan masyarakat serta petugas dilapangan pada saat patroli, belum ada
system informasi seperti CCTV misalnya yang dapat membantu petugas dengan cepat
memberikan tindakan apabila terjadi pelanggaran tertib berlalu lintas. Berdasarkan
keterangan ini menunjukkan bahwa, system informasi yang dimiliki oleh implementor
kebijakan dalam rangka melaksanakan tertib lalu lintas di Kota Pontianak masih kurang
memadai. Dikatakan demikian karrna system input informasinya masih manual,
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sehingga benyak pelanggaran yang tidak bisa ditegakkan. Jika bercermin pada kota-kota
besar, system informasi lalu-lintas sudah menggunakan kemajuan teknologi informasi
sehingga petugas tidak perlu bersusuh payah untuk mengidentifikasi berbagai bentuk
pelanggaran, dan pelayanan kepada mayarakat akan menjadi lebih efektif.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan ( Di Kota Pontianak )
1. Disposisi Pelaksana
Terkait dengan disposisi implas

ebijakan dalam Implementasi UU Nomor
Bahwa implementor kebijakan masih
: melaksanakan tugas dan
groleh  penjelasan  bahwa,

kurang menunjukkan
tanggungjawabnya.
komitmen petugasgfalg
menegakkan digii Sk masyarakat yang

Qgi dari petugas,
@E umlahnya sedikit
I

alu lintas. Kond|5|

palagi kalau har
juga tercermin dari h
polisi tidak terdapat sa

danya prektek p
gan pribadi. 'Sepe

an oleh oknum un
bemerasan terhadap pengendarg

satu penyebab masyarakat
5 fli Kota Pontianak.

aman dan

tidak tert S gfn pengaman,
kecepatan at izl mendukung,

mengemudi Py menggunakan
knalpot racing |a u tersebu pakan aggressive
driving, yaitu : ngaja, cenderung
meningkatkan resiKO 48 etldaksabaran kekesalan,
permusuhan dan upaya untuk menghemat waktu (Tasca 2000).

Kondisi ini menunjukkan pentingnya pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat
khususnya mereka yang masih masuk dalam usia remaja. Sejalan dengan pelaksanaan
pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat. Diketahui bahwa, Satlantas Polresta
Pontianak dalam hal memberikan pendidikan kepada masyarakat telah melakukan
beberapa kegiatan diantaranya pengenalan tertib berlalu lintas kepada anak-anak TK,
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kunjungan atau road show ke sekolah-sekolah dan bentuk kampanye-kampanye pelopor
tertib berlalu lintas kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang telah diperolen menunjukkan bahwa, sudah ada
langkah nyata yang diambil oleh pihak kepolisian khususnya Satlantas untuk
mensosialisasikan tertib berlalu lintas kepada kaum remaja Kota Pontianak. Aspek
penting dalam melakukan sosialisasi adalah intensitas sosialisasi tersebut kepada para
remaja, karena untuk menanamkan atau memasyarakat kebiasaan tertib berlalu lintas
tersebut tidaklah mudah. Mengenai intensitas, memang masih kurang. Seharusnya
masalah pendidikan berlalu lintas igi dalam kurikulum sekolah sehingga setiap

~ _GIE | yang akurat dan paham mengenai
tertib berlalu lintas. Kalgu#er| 4 2 L keterbatasan waktu. Perilaku
berkendara masyarakgig#epg \ banyak yang tidak pahan

akan ketentuan be a . T, hgnya usia 8, dewasa dan orang tua
saja banyak yag 5 an rada te dap peraturan lalu
lintas. Kami jg#fak % eka sengaja m g Saidak tahu aturan.
oy pf rang taat hukum, pada saat u as a berkendara
4 %na abi
berikan gambaran

melakukan
da masyarakat oleh piha’
i a

an prilakuAhasyarak
idi berlalu lintas

%i;m mamp
IKTAspek penti

ghasilkan mgsy&akat
kdalah disiplin yibagi, d
raturan lalu lintas Bukd

ﬁaati peraturan tersebl
asil observasi menunjuR

masyarakat, khususnya
faf kondisi sosial masyarakat d

i Kota Po ak untuk

1P I'EQ alc
handphone™pa

H 1 penyalahgunaan
epolisian. terkena _masfl hukum, akan
menggunakan ja daGaan arha o coimpmemEt ya menjadi lebih
cepat. Demikian p : . ada masyarakat yang ingin
menggunakan cara instant. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa betapapun
maksimalnya usaha polri dalam mengimplementasikan UU Nomor 22 tahun 2009
apabila tidak ditunjang dengan pembenahan masalah sosial, maka upaya mewujudkan
tujuan UU Nomor 22 tahun 2009 di Kota Pontianak tidak akan berhasil.

Berdasarkan seluruh keterangan tersebut menunjukkan bahwa, kondisi sosial
ekonomi dan politik merupakan sebuah system yang secara tidak langusng juga
mempengaruhi implementasi UU Nomor 22 tahun 2009 di Kota Pontianak. Atau dapat

wewenang ap
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dikatakan bahwa seiring dengan perkembangan peradaban manusia, transportasi dalam
kehidupan masyarakat modern merupakan kesatuan mata rantai kehidupan, yang
berpengaruh sangat besar dalam pembangunan masyarakat, baik segi ekonomi, sosial
budaya maupun sosial politik (Khisty dan Lall, 2003). Sistem transportasi suatu wilayah
merupakan suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang
memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh tempat.
2. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan instrument yang penting dalam pelaksanaan suatu
kebijakan. Struktur birokrasi mengg garah hubungan, garis komando dan pola

koordinasi antar unit kerja dalg apiohe], /A -aspek yang terkait dengan struktur
birokrasi antara lain adag 'ur (SOP). Selanjutnya adalah

e p#Pola hubungan kerja Mg gian dalam organisasi dan
ketersediaan aturg a en@igyvelyenang gungjawab kegiatan-
kegiatan atau 3 ;KSB b eEANk rja. NN implementasi UU
Nomor 22 tgk 0 &I an yang ber OPsgO@lah masih banyak
aturan laigh®/g dukung implementasi UU c@ 'L 2009 belum
isi disesuaikan dengan kebutuhan pela Man tersebut.

ingla laksanaan kegiatan 2

lu lintas belum berj
SIM, belum ada per

hal proses pembu

enjelasan tersebut, SIM merupakan su

Lo ) == Y :
j i i @tianak diketahi
bahwa, kesada i_key/@bannya memiliki

minat masyarakat
yang mengajukan p . . asa SIM. Hanya saja harus
diakui bahwa belum semua masyarakat pengguna jalan di Kota Pontianak memiliki SIM,
hal ini paling tidak kita temukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan atau rajia kendaraan
bermotor banyak pengendara baik roda dua dan empat yang tidak memiliki SIM, ada
juga yang sudah mati dan tidak diperpanjang. Belum seluruhnya masyarakat Kota
Pontianak memiliki kesadaran untuk memiliki SIM, kurangnya kesadaran ini
mengindikasikan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas masih
minim.
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Dalam proses pembuatan SIM sebagian orang masih menganggap sulit dan
terlampau ribet karena tetapi maksimal 2 jam untuk melakukan proses pembuatan SIM
dari proses Pendaftaran, Ujian Teori,ujian Praktek serta proses administrasi baik
(foto,sidik jari dan tanda tangan) sering dibenak msayarakat merasa bingung untuk
mendapatkan SIM, alasan meraka karena takut gagal ujian teori atau pun praktek
sehingga memilih proses cepat.

1). Mempersiapkan Foto copy KTP 3 lembar dan map di loket pendataran.
2). Mengambll dan mengisi formullr pendaftaran (permintaan) pembuatan SIM, bisa

eori. Kemudian Tunggu
bisa melanjukan ke test

an, cepat, lancar, tertib dan terd
pemerataan, pertumbuhan ¢
njang pembangunan nasionaj
arakat. Disamping keduduk®
ankut hajat hidup  seluruh lapis
udan keseimbangan perkembanga
gRNgunan secara nasional serta untuk

sebagai pendorong, pengger;
idl/a yang terjangkau oleh d
ahan pengemudi maupun S
masyarakat terutama yang mg
antar daerah dan pemerataan
endukung kegiatan ekonomi, mg

nasion pakmur berdasar @ Pancasila
Sementa et QTL.‘\ entasi UU
Nomor 2243 009 dari pengamatan penulls memang sutha uan tentang
peran mas

asing plha i kebijalgutersebut, akan
tetapi meka : koordl m i Y baik. Sehingga
antar pihak bekerja tanpa af #Eperti dalam hal
penagturan ramB@ela - ooe

pelaksanaan UU No 2

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Komunikasi, hal ini terlihat dari aspek transmisi, kejelasan dan Kkonsisten
komunikasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Pontianak, kebijakan tersebut belum ditrasmisikan dengan
baik kepada masyarakat dimana masih banyak para pengguna jalan yang belum
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mengetahui ketentuan berlalu lintas serta perilaku berlalu lintas yang tertib dan
aman. Sosialisasi baru sebatas pemberian informasi kepada masyarakat, tetapi belum
mampu merubah kesadaran masyarakat atau menanamkan kesadaran kepada
masyarakat agar dapat mematuhi dan melaksanakan budaya terib berlalu lintas.

2. Sumber daya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Pontianak belum didukung dengan 1) Sumber sumber daya
menusia menyangkut jumlah personil polisi lalu lintas yang belum sebanding dengan
luas wilayah dan kebutuhan; 2) Sumber keuangan, dimana implementor belum
didukung dengan sumber pendzpasi™eag.memadai untuk kegiatan operasional dan

T arana dan prasarana lalu lintas untuk

, pu, alat pemberl |sya .
alan, Ia an
£5upa manaj

an system inform i upaya
kum di jalan raya.
elaksana, i
hukum lalu

penyalahgunaan na
|n berlalu lintas di
kurang tertib memang dil
Disposisi tersebut tercermin
hukum.

Struktur birokrasi, dalam i
yang berkaitan dengan SOP 2

1 rsebut. Sehingga proses pal
I. Seperti misalnya dalam hg

pihak masm hg

N lintas dam
elaksarae or 22 tahun

a Pontianak perlu
mengoptimalkan Pe arui atap muka, papan reklame
dan sosialisasi di sekolah sekolah, melalui media massa baik elektronik maupun
cetak dan melalui buletin- buletin.. Memperbanyak frekuensi sosialisasi ketertiban
berlalu lintas kepada pelajar dan masyarakat pada umumnya, agar kesadaran tertib
berlalu lintas semakin tinggi. Dalam memberikan pendidikan berlalu lintas, maka
pihak kepolisian bekerjasama dengan Dinas Pendidikan perlu dibuat kurikulum yang
jelas mengenai lalu lintas untuk masayarakat melalui pendidikan formal dan non
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formal dengan melibatkan berbagai pihak guna menjadikan kepatuhan hukum
sebagai kebutuhan dan budaya masyarakat.

2. Perlu adanya penambahan jumlah personil kepolisian khususnya polisi lalu lintas
sesuai dengan kebutuhan. Adanya Peningkatan anggaran kepolisian dan petugas
DLLAJ sesuai dengan kebutuhan operasional dan pengadaan sarana dan prasarana
lalu lintas. Selain itu harus dilakukan penambahan sarana dan prasarana, jalan yang
memenuhi persyaratan gometrik jalan, (aman dapat difungsikan sebagai fungsi jalan
seperti : rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, traffic light, penerangan jalan dan
perlengkapan lain yang memenul baku). Serta penambahan CCTV di sudut-
sudut jalan yang memudaQ :
tertib berlalu lintas.

3. Untuk Pelaksana Jg##|3

lu' erapk ga M) ‘SR da tilang seperti yang
Een ﬁ o;.'rﬁa \ ya untuk menebus
8 itU" pelanggaran rgptahNaMggoan yang diatur
"0 arka jalan, seharusnya den . urungan. Jika
g@ I sita adalah SIM§ maka perlu berkao0r, i d8QORR seksi SIM
ir data pelanggar terSeébut agar tidak dapat t paru atau
menyelesaikan denda til NN sesuai
inggin .
ulé%n
li \
kan hukum bai

ditindak ole

asih mewarna i
pgQe
@angi upaya lainnya §ald
langkah-langkah rekayasa I§lujlintas®

glisir) melalui la
f' maupun represi

aturan pendukung yang dises

tentang Lalu Lintas dan Ang

pihak yang terlibat dalam pelaist

. Selain itu diperlukan pula a
dang-undang Nomor 22 tahu
¢fmeningkatkan koordinasi antar
Kfin sehingga menjadi efektif.
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